
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rl 
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

l"usat Dokumentasi dan Jaringan lnformasl Hukum Naslonal 
JI.MayJen Sutoyo-Cililitan Jakarta Timur 

Sumber : KaMPAS I Hari/Tgl :Szla..~/811aret 2fJ22 Hlm/Kol : 6/2-6 
Subjek : Cautp 19 Bidang : (j {V/ (jIll{ 

Dekonsentrasi Mengurus Covid-19 

lrfan Ridwan Maksum 
Guru Besar Tetap 1/mu \dministrasi dan Kebijalmn Publik. Sekretaris Dewan Gun1 Besar, Fl \ Universitas ~ndonesia 

M 
erebalmya varian Omi
cron baru-baru ini 
membuka kusutnya 

tata kelola mengatasi pandemi 
di Indonesia, khususnya terkait 
hubungan pusat-daerah. 

Pemprov DKI Jakarta dinilai 
lamban melakukan evaluasi 
pembelajaran tatap muka 100 
persen terkait nailmya kasus 
Omicron berbasis keberadaan 
satuan pendidikan yang ada, de
ngan meminta terlebih dahulu 
arahan pemerintah pusat. Se
mentara pemerintah daerah la
in di Jabodetabek justru lang
sting memutuskan sendiri. 

Itu baru Jabodetabek, belum 
daerah lain. Ini Jllenjadi cer
minan adanya keruwetan 
mengurus pandemi Covid-19. 

Arahan Presiden terkait eva
luasi pemberlakuan pembatas
an kegiatan masyarakat (P~
KM) menghadapi nailmya ka
sus Covid-19 yang berbasis per
kembangan kekinian pun dira
sakan sebatas arahan, dan kern
bali diserahkan kepada daerah 
masing-masing di seluruh In
donesia. Tampalmya tata kelola 
mengatasi pandemi cenderung 
terjebak kepada asas desentra
lisasi dan abai terkait asas de
konsentrasi. 

Urusan konkuren? 
Berdasarkan semua peratur

an perundangan yang ditujukan 
untuk penanganan pandemi 
Covid-19, bisa disimpulkan ter
dapatnya ketidakjelasan me
ngenai domain siapa sebenar
nya urusan penanganan Co- . 
vid-19. Dari peraturan nasional. 
dapat disimpulkan dengan jelas 
bahwa Covid-19 adalah bencana 
nasional. Untuk itu dibentuk 
Satgas Covid-19 di tingkat na
sional dan juga di daerah. 

Rupanya dipahami b wa 
urusan ini dimasukkan sebagai 
urusan konkuren (bersama). 
Urusan konkuren (bersama) ini 
dipandang betul-betul "ber
sama", yakni urusan yang di
kerjakan secara bersama-samaj 
dikerubuti oleh pusat dan da
erah .. Kita bisa lihat semua or
gan, baik di pusat maupun di 
daerah, sama-sama memiliki 

rogram.J.proyek terkait Covid-
19. Bahkan pemerintah pusat 
juga mengarahkan refocusing 
anggaran APBN dan APBD un
tuk Covid-19 ini. 

Sementara dalam pengertian 
sesungguhnya, urusan "konku
ren" itu bukan suatu urusan 
yang dikerubuti bersama antara 
pusat dan daerah, tetapi -satu 
urusan di mana terdapat bagian 
tertentu dikerjakan oleh peme- • 
rintah pusat, dan te.r:dapat ba
gian lain yang dikerjakan da
erah .otonom yang bersifat cle
ar-cut sehingga tak terdapat 
tumpang tipdih penanganan. 

Pertanyaannya, terkait Co
vid-19, apakah bisa dibedakan 
dengan jelas, pada hal apa di
urus pusat, pada hal apa diurus 
daerah? Di samping itu, terda
pat pemahaman mengenai mo
ney follow program. Hampir se
mua instansi di pusat dan da
erah, dengan dalih program ter
kait Covid-19, menganggarkan 
dalam item budgeting untuk 
Covid-19 meski programnya tak 
berbeda. A.IGbatnya, hampir se
mua instansi punya program 
yang sama terkait Covid-19. 

Belakangan dipal1arni bahwa 
karena bencana nasional seba
iknya dikendalikan secara ter
pusat, apa-apa yang dikerjakan 
oleh daerah harus melalui ko-

• mando dari pemerintah melalui 
Kementerian Dalam Negeri. Se
makin terliliat juga dari pema-

haman yang berkembang bah
wa urusan apa pun jika jadi 
domain pemerintah pusat, se
kalipun berada di daerah, tetap 
dapat dikendalikan oleh peme
rintah melalui Kemendagri de
hgan saluran kepada gubemur 
sebagai wakil pemerintah. 

Dalam istilah pemerintahan, 
saluran itu dikenal dengan is
tilah "dekonsentrasi". Dekon
sentrasi memiliki pengertian 
baku yang sangat dasar, yakni 
pelimpahan wewenang tertentu 
dari pemerintah kepada apara
tumya di daerah (Hossein~ 
1993). Jadi, gubemur sebagai 
wakil pemerintah itu adalah 
aparatur pemerintah, karena 
itu dapat menerima penugasan 
secara dekonsentrasi. 

Sayangnya, UU Pemda yang 
berlaku sekaran.J4 men!!:artikan 
dekon entrasi secara kebablas
an, di mana dalam urusan pe
merintahan umum, dapat di
salurkan sampai bupatijwali 
kota yang bukan aparatut pe
merintah pusat (Pasal 1, Ayat 9 
UU No 23/ 2014). 

Dekonsentrasi yang sangat 
umum dikenal adalah pelim
pahan urusan pemerintahan 
yang dipegang kementerian/ 
lembaga CK/L) kepada instansi 
vertikalnya di daerah. Urusan
nya menyangkut sektor yang 
dikelola K/1, jelas dan clear-cut. 
Urusan ini tak berefek adanya 
otonomi sama sekali. Elemen 
yang menerima di daerah ada
lah alat pemerintah pusat (ad
ministrasi Japangan) berbeda 
dari desentralisasi yang berefek 
otonomi daerah (independen 
terbatas). 

Tampak dalam mengurus 
Covid-19 ada cam pur aduk. Dari 
awal tak jelas domain siapa 
urusan ini. Seolah keliru me
mahami urusan konkuren, tak 
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jelas melalui asas desentralisasi 
atau dekonsentrasi. 

Membenahi ~eagenan 
Dalam ekonomi politik, per

soalan di atas dapat diseder
hanakan sebagai persoalan "ke
agenan". Persoalan ini jelas me
nyebabk~ adanya kemudahan 
pemburu rehte bermain, dan 
mungkin juga disebabkan ada
nya rent seeker bermain dalam 

. menciptakan ket~elasan itu. 
Namun, dapat juga disebab

kan oleh ketidakpahaman me
ngenai pengaturan dan pelak
sanaan instrumen-instrumen 
pemerintahan. sehingga teFjadi 
persoalan keagenan yang akhir
nya bisa mengundang lebih ba
nyak lagi rent seeker bermain. 

Memang dalam hal program 
vaksinasi dengan basis urusan 
konkuren yang dikerubuti ber
sama, hasilnya dapat dinilai 
sukses, bahkan terbaik keempat 
di dunia, dan pandemi Covid-19 
juga sempat mereda, tetapi da
lam tata kelola urusan tetsebut, 
basis good-governance dinilai le
mah karena persoalan keagen
an di atas. 

Ini memb.uka peluang kon
tak keal!enan ousat-daerah at.au 
dengan jelas melalui peraturan 
perundangan spesifik tentang 
Covid"19. Di tingkat provinsi, 
gubernur-yang di samping se
bagai wakil pemerintah dan ko
mandan penanganan Covid-19 
di wilayahnya, juga sebagai ke
pala daerah-dengan mudah 
mengatur dan mengurus pe
laksanaan tugas pembantuan di 
wilayahnya. 

Di kabupatenjkota harus di
pastikan bupatijwali kota yang 
bukan sebagai wakil pemerin
tah dan bukan komandan pena
nganan Covid-19 bertanggung 
jawab "membantu" tangan gu
bernur di wilayahnya Tak ada 
otonomi daerah dalam mengu
rus Covid-19, tetapi daerah wa
jib membantu Satgas Covid-19 
yang terkomando dari pusat. 
Dalam anggaran terkait Co
vid-19, APBD hanya untuk pem
bantuan. 

Alur ini harus dipastikan ber
dampak hingga ke akar rumput. 
Cara di atas perlu clirwp.uskan 
agar tata kelola penanganan Co-

Vid-19 menjadi jelas dan bebas 
dari masalah keagenan. 
pusat-pihak lain, dan atau da
erah-pih)lk lain yang meman
faatkan kekeliruan makna UJi.Js
an konkuren dan campur aduk
nya asas desentralisasi dan de
konsentrasi. Idealnya, menge
lola urusan penanganan Co
vid-19 yang sud3h dimaknai se
bagai bencana nasional ini m-=
komandani langsung oleh Pre
siden, didukung oleh Satgas Co
vid-19. Satgas berisi berbagai 
komponen KjL ini seharusnya 
jadi pengendali utama. Dialah 
pengurus utama Covid-19. 

Dalam hal Covid-19, refocu
sing anggaran nasional di APBN 
harus betul-betul matang 
menghitung sehingga bisa sam
pai daerah-daerah di seluruh 
wilayah RI. Instrumen ini di
ikuti Satgas Covid-19 wilayah 
provinsi dan selanjutnya di ka
bupatenjkota, bukan dari unsur 
pemda, melainkan unsur KjL 
yang ditempatkan di daerah 
melalui instansi vertikalnya. 

Dengan demikian, jangan 
mengharamkan orang pusat .di 
daerah dari unsur K/1. Hal ini 
juga diperlukan untuk urusan 
pemerintah yang menjadi tang
gung jawab K/L yang ada di 
daerah sehingga negara hadir 
sampai daerah bukan mengan
dalkan dari daerah otonom se
mata Satgas Covid-19 provinsi 
jadi pemain utama yang men
dukung gubernur sebagai wakil 
pemeriJiltah. Gubernur bukan 
instansi vertikalnya Kemen
dagri, melainkan tangan kanan 
Presiden di daerah. 

Karena bupatijwali kota bu
kan wakil pemerintah, guber
nur berbasis aturan perundang
an yang dibuat Presiden se
harusnya memiliki tangan di 
wilayah kabupatenjkota (depu
ti atau apa pun namanya) yang 
bisa jadi komandan pena
nganan Covid-19 dengap diban-

tu Satgas Covid-19 di wilayah 
itu, berisi elemen-elemen in
stansi vertikal K/L yang ber
operasi di wilayah tersebut. 

Peran daerah otonom adalah 
membantu. Peraturan perun
dangan ditujukan agar daerah 
otonom membantu pena
nganan Covid-19 melalui tugas 

1 pembantuan. Diperintahkan ~ 


